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Abstract 

There is a great deal of consensus that in addition to cause 
adversarial impact on the health sector, Covid-19 pandemic 
has also caused economic disruption on an unprecendeted 
scale. However, empirical studies that specifically scrutinise 
the economic impact of this pandemic in Indonesia are still 
limited. This study aims to provide a more detailed picture of 
the economic disruption experienced by Indonesian 
businesses in the time of the pandemic. Analysing survey data 
from 12,361 respondents, this paper shows in greater detail 
the effect of Covid-19 shocks on sales, operating expenses, 
business capacity, business operational difficulties and status, 
including marketing and labor-related strategies taken by 
businesses to maintain their business activities. This study 
also further analyses the implications of variations in the 
relationship between business operational difficulties, 

marketing strategies, and labor-related strategies with the annual turnover and the location of the 
businesses to show heterogeneity in its impact.  

Keywords: Covid-19 pandemic, economic impact, employment, firm behavior, production capacity, 
sales strategy 

 
Abstrak      

Terdapat konsensus bahwa selain berdampak ke sektor kesehatan, pandemi Covid-19 juga 
memberikan dampak negatif terhadap ekonomi secara luas. Namun, studi empiris yang secara 
spesifik membahas dampak ekonomi dari pandemi ini di Indonesia masih terbatas. Studi ini 
bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai dampak ekonomi yang 
dialami oleh pelaku usaha di Indonesia selama pandemi. Berdasarkan hasil analisis terhadap 
data dari 12.361 pelaku usaha, studi ini menunjukkan secara detail perubahan penjualan, beban 
usaha, penggunaan kapasitas usaha, kesulitan operasional usaha yang dihadapi, status 
operasional usaha, termasuk strategi penjualan dan strategi terkait tenaga kerja yang diambil 
oleh pelaku usaha untuk mempertahankan aktivitas usaha. Studi ini juga menganalisis lebih jauh 
implikasi dari variasi hubungan kesulitan operasional usaha, strategi penjualan, dan strategi 
terkait tenaga kerja dengan omzet dan lokasi dari pelaku usaha untuk melihat dampaknya yang 
beragam. 
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Kata kunci: dampak ekonomi, kapasitas produksi, ketenagakerjaan, pandemi Covid-19, 

perilaku perusahaan, strategi penjualan 

1.  PENDAHULUAN 

Pandemi Covid-19 tidak hanya meluluhlantakkan sistem kesehatan tetapi juga 

berdampak buruk terhadap kondisi perekonomian global dalam skala yang belum pernah 

terjadi sebelumnya (unprecedented crisis). Secara global, dampak ekonomi tersebut meliputi 

antara lain, disrupsi pada sektor riil, pasar modal dan uang, pasar tenaga kerja, harga minyak 

dunia, dan aktivitas perdagangan antarnegara, yang ujungnya telah memperlambat laju 

pertumbuhan ekonomi negara-negara maupun agregat dunia (lihat, misalnya, Băhnăreanu, 

2020; Estrada et al., 2021; Ford & Ward, 2021; Khan et al., 2021; McKibbin & Fernando, 2021; 

Zhang, 2020). 

Di Indonesia, pembatasan kegiatan masyarakat, anjloknya permintaan, serta penurunan 

penawaran agregat akibat pandemi telah membuat aktivitas ekonomi mengalami penurunan 

drastis. Badan Pusat Statistik (BPS) (2021a) mencatat pada triwulan kedua tahun 2020, atau 

segera setelah virus Covid-19 dinyatakan masuk ke Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia 

terkontraksi sebesar 5,6%. Di dua triwulan selanjutnya, pertumbuhan ekonomi masih 

mengalami kontraksi masing-masing 3,4% dan 2,1% untuk triwulan ketiga dan keempat (BPS, 

2021a). Namun demikian, literatur yang secara empiris menginvestigasi dampak ekonomi dari 

pandemi Covid-19 pada level perusahaan di Indonesia masih terbatas. 

Penelitian ini berkontribusi dalam dua aspek. Pertama, penelitian ini termasuk studi awal 

yang menginvestigasi secara empiris dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas ekonomi 

pelaku usaha di Indonesia menggunakan data observasi yang cukup besar, mencakup seluruh 

sebaran sektor usaha dan bentang geografis Indonesia. Kedua, studi ini tidak hanya memberikan 

gambaran yang cukup detail mengenai dampak ekonomi pandemi Covid-19 terhadap dunia 

usaha, namun juga mengelaborasi lebih jauh beberapa area yang masih belum tereksplorasi 

secara empiris (underexplored area). Lebih spesifik, studi ini bertujuan untuk mengisi celah 

pengetahuan (gap of knowledge) terkait hubungan antara kesulitan yang dialami oleh pelaku 

usaha, strategi penjualan yang dilakukan selama pandemi, dan strategi terkait ketenagakerjaan 

dengan omzet dan lokasi dari pelaku usaha. 

Studi ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan riset. Pertama, dampak ekonomi 

seperti apa yang dialami oleh pelaku usaha di Indonesia selama pandemi? Lebih spesifik, 

perubahan aktivitas ekonomi yang akan dielaborasi dari studi ini adalah: (i) perubahan 

penjualan yang dialami oleh pelaku usaha; (ii) perubahan beban usaha yang dialami oleh pelaku 

usaha; (iii) penggunaan kapasitas usaha yang dialami oleh pelaku usaha; (iv) kesulitan 

operasional usaha yang dialami oleh pelaku usaha; (v) status operasional usaha yang dijalankan 

oleh pelaku usaha; (vi) strategi penjualan yang dijalankan oleh pelaku usaha; (vii) strategi 

terkait ketenagakerjaan yang diambil oleh pelaku usaha. Kedua, bagaimanakah hubungan 

kesulitan operasional usaha, strategi penjualan, dan strategi terkait tenaga kerja dengan omzet 

dari pelaku usaha? Ketiga, bagaimanakah hubungan kesulitan operasional usaha, strategi 

penjualan, dan strategi terkait tenaga kerja dengan lokasi (pulau) dari pelaku usaha? 

2.  TINJAUAN PUSTAKA 

Sebelum krisis ekonomi yang dipicu pandemi Covid-19 yang bermula pada tahun 2020, 

berbagai krisis ekonomi baik yang berskala regional maupun global telah terjadi dalam satu 
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abad terakhir dengan beberapa contoh yang signifikan adalah great depression tahun 1930, 

krisis moneter Asia tahun 1998, dan krisis keuangan global tahun 2009. Dampak negatif dari 

suatu krisis ekonomi terhadap dunia bisnis sudah tidak diragukan lagi. Dalam periode krisis, 

umumnya harga saham perusahaan-perusahaan turun, suku bunga naik, aliran investasi macet, 

sehingga dapat menyebabkan terjadinya resesi ekonomi di negara yang mengalami krisis 

tersebut (Yüksel, 2017). Dampak ikutan dari resesi ekonomi adalah terciptanya pengangguran 

baru dan kebangkrutan perusahaan; keduanya dalam jumlah yang tidak sedikit (Bernanke, 

1983). Untuk bertahan dalam krisis, para pelaku usaha melakukan beberapa penyesuaian 

strategi bisnis terutama dengan mengurangi biaya, menurunkan skala usaha, menutup sebagian 

unit bisnis, dan mengurangi jumlah karyawan (Uslu, 2017). 

Sementara itu, studi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 dengan menggunakan data 

mikro telah cukup banyak dilakukan (lihat, misalnya, Chetty et al., 2020; Fairlie, 2020; Shen et 

al., 2020). Studi Chetty et al. (2020) menemukan bahwa pendapatan bisnis usaha kecil di 

wilayah yang lebih maju aktivitas ekonominya di Amerika Serikat terdampak lebih besar oleh 

pandemi Covid-19 relatif daripada yang dialami oleh usaha kecil di wilayah yang lebih 

terbelakang. Hal tersebut terjadi karena konsumen berpendapatan tinggi yang notabene lebih 

banyak tinggal di wilayah yang lebih maju menurunkan laju belanjanya secara signifikan (Chetty 

et al., 2020). Kemudian, studi Fairlie (2020) menunjukkan adanya penurunan jumlah pemilik 

usaha aktif di Amerika Serikat sepanjang periode Februari–April 2020 sebanyak 3,3 juta atau 

sebesar 22%, yaitu pada periode awal terjadinya pandemi di sana. Shen et al. (2020) 

menyimpulkan bahwa dampak negatif dari pandemi Covid-19 terhadap pendapatan dan kinerja 

perusahaan di China dengan skala investasi atau omzet yang lebih kecil menjadi semakin buruk, 

relatif terhadap perusahaan dengan skala investasi atau omzet yang lebih besar. 

Di sisi lain, literatur yang secara empiris menginvestigasi dampak ekonomi dari pandemi 

Covid-19 di Indonesia masih terbatas. Studi yang sudah dilakukan di antaranya adalah dampak 

pandemi terhadap tingkat kemiskinan (Suryahadi et al., 2020), dampak terhadap bisnis industri 

perhotelan (Japutra & Situmorang, 2021), dampak terhadap pekerja dan serikat pekerja (Ford 

& Ward, 2021), dan dampak serta strategi pemulihan pada sektor pendidikan, tenaga kerja, dan 

usaha mikro, kecil, dan menengah (Ssenyonga, 2021). Sejauh pengetahuan penulis, masih 

terdapat keterbatasan di literatur (literature gap) untuk studi empiris yang secara spesifik 

menginvestigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas ekonomi pada level perusahaan 

di Indonesia yang mengeksploitasi sampel dalam jumlah besar yang mewakili seluruh sektor 

usaha dan provinsi. Selain itu, pada umumnya penelitian mengenai dampak pandemi Covid-19 

di Indonesia dilakukan dengan menggunakan data sekunder, misalnya data BPS yang telah 

diolah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya di mana penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil survei untuk menguji 

dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas ekonomi pada level perusahaan. 

3.  METODE PENELITIAN 

Terdapat data dari 12.361 pelaku usaha yang dianalisis dalam studi ini. Data ini 

dikumpulkan melalui survei.2 Target populasi dari survei ini adalah pelaku usaha yang terdaftar 

 
2 Survei dilakukan selama tiga minggu (21 Juli s.d. 7 Agustus 2020) secara daring. Survei ini merupakan bagian 
kegiatan dari Kelompok Kerja Penerimaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Pokja Penerimaan PEN) 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diketuai oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan 
Pajak.  
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dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Wajib Pajak strategis.3 Survei ini 

bersifat anonim; responden tidak diberikan pertanyaan apapun yang berkaitan dengan identitas 

individu atau entitas.4  

Merujuk pada beberapa variabel yang ada dalam studi Chetty et al. (2020), Fairlie (2020), 

dan Shen et al. (2020) yang relevan dengan tujuan studi, terdapat tujuh variabel utama yang 

secara khusus dianalisis dalam penelitian ini. Tujuh variabel tersebut berkaitan dengan: (i) 

perubahan penjualan; (ii) perubahan beban usaha; (iii) penggunaan kapasitas usaha; (iv) 

kesulitan operasional usaha; (v) status operasional usaha; (vi) strategi terkait penjualan; dan 

(vii) strategi terkait ketenagakerjaan. Detail mengenai pertanyaan dan opsi jawaban yang 

digunakan dalam survei dapat dilihat dalam Tabel 1.5  
Tabel 1. Pertanyaan survei dan opsi jawaban terkait studi 

No Pertanyaan survei  Opsi jawaban 

1 Dibandingkan kuartal dua 

(April-Juni) tahun 2019, 

bagaimana penjualan 

Anda pada kuartal dua 

tahun ini? 

(i) Turun > 50%; (ii) Turun 25% s.d. 50%; (iii) Turun < 

25%; (iv) Tetap; (v) Naik < 25%; (vi) Naik 25% s.d. 50%; 

(vii) Naik > 50% 

2 Dibandingkan kuartal dua 

(April-Juni) tahun 2019, 

bagaimana beban usaha 

Anda pada kuartal dua 

tahun ini? 

(i) Turun > 50%; (ii) Turun 25% s.d. 50%; (iii) Turun < 

25%; (iv) Tetap; (v) Naik < 25%; (vi) Naik 25% s.d. 50%; 

(vii) Naik > 50% 

3 Bagaimana penggunaan 

kapasitas usaha Anda saat 

ini 

(i) Beroperasi > 75% kapasitas usaha normal (sebelum 

pandemi); (ii) Beroperasi 25% s.d. 75% kapasitas usaha 

normal (sebelum pandemi); (iii) Beroperasi < 25% 

kapasitas usaha normal (sebelum pandemi); (iv) Berhenti 

operasi 

4 Pada saat Anda mengisi 

survei ini, apa kesulitan 

terbesar bagi operasional 

usaha Anda? 

(i) Kekurangan/kesulitan pasokan bahan baku; (ii) 

Kesulitan membayar biaya operasional selain gaji/upah 

tenaga kerja; (iii) Kesulitan membayar gaji/upah 

karyawan; (iv) Kendala pada distribusi produk; (v) 

Penurunan permintaan barang/jasa; (vi) Kenaikan biaya 

operasional; (vii) Kesulitan membayar angsuran/cicilan 

 
3 Wajib Pajak strategis adalah Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berstatus pusat yang terdaftar 
di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar, KPP di 
lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, seluruh KPP Madya, dan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu—
umumnya terkait dengan besarnya nilai pembayaran pajak—yang terdaftar di tiap-tiap KPP Pratama. Secara 
total terdapat 352 KPP di seluruh Indonesia. Secara umum terdapat sekitar 300 s.d. 500 Wajib Pajak strategis 
dalam setiap KPP. Dengan demikian, pengertian pelaku usaha dalam penelitian ini hanya merujuk pelaku usaha 
yang teradministrasi dalam sistem perpajakan DJP. 

4 Hasil uji keterwakilan (representativeness tests) responden survei menunjukkan bahwa responden survei 
adalah representasi yang sangat baik dari target populasi baik dari segi sebaran lokasi usaha, sebaran sektor 
usaha, dan sebaran omzet tahunan. 

5 Selain variabel ini, survei ini juga meminta beberapa informasi yang relevan, misalnya, posisi pengisi survei, 
kelompok besaran omzet, tahun mulai usaha, jumlah pekerja, dan pangsa pasar utama pelaku usaha. 
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No Pertanyaan survei  Opsi jawaban 

pinjaman; (viii) Kendala bisnis biasa, tidak ada yang luar 

biasa 

5 Bagaimana status 

operasional perusahaan 

Anda saat ini? 

(i) Berjalan normal seperti sebelumnya; (ii) Mengalami 

pengurangan produksi/jumlah waktu layanan; (iii) 

Berhenti/tutup sementara; (iv) Sudah tutup/berhenti 

secara permanen 

6 Apa strategi utama Anda 

untuk mempertahankan 

atau meningkatkan 

penjualan usaha di tengah 

kondisi pandemi Covid-19? 

(i) Mencari pangsa pasar baru; (ii) Menambah jenis 

produk (diversifikasi produk); (iii) Melakukan 

penyesuaian pada kuantitas/kualitas produk; (iv) 

Memberi atau menambah potongan harga; (v) Memberi 

atau menambah bonus pembelian; (vi) Memulai atau 

menambah penjualan secara konsinyasi; (vii) Tidak ada 

strategi khusus 

7 Terkait tenaga kerja, 

bagaimana strategi 

perusahaan Anda selama 

pandemi Covid-19? 

(i) Tidak melakukan perubahan/penyesuaian; (ii) 

Memberhentikan sementara (merumahkan) karyawan; 

(iii) Menerapkan kebijakan cuti tanpa dibayar; (iv) 

Melakukan PHK sebesar kurang dari 20% jumlah 

karyawan; (v) Melakukan PHK sebesar 20% - 50% dari 

jumlah karyawan; (vi) Melakukan PHK sebesar lebih dari 

50% jumlah karyawan; (vii) Tidak mempunyai tenaga 

kerja 

Penelitian pada umumnya memiliki dua tujuan umum: (i) memberikan gambaran 

(description) dan (ii) memberikan penjelasan (explanation) (Babbie, 2010). Fokus studi ini 

adalah memberikan gambaran mengenai dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Studi ini 

menggunakan dua pendekatan analisis untuk menjawab tujuan studi. Pertama, penulis 

menggunakan pendekatan deskriptif murni (pure descriptive research) untuk menjawab 

pertanyaan riset pertama. Penelitian deskriptif murni memiliki peran penting dalam 

pengambilan kebijakan—meskipun bagi sebagian peneliti, hal yang mungkin paling menarik 

dalam ilmu sosial adalah tentang hubungan sebab dan akibat (Angrist & Pischke, 2009). 

Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan riset kedua dan ketiga, penulis menggunakan 

pendekatan inferensial berupa analisis korespondensi (correspondence analysis).6 Ada dua 

alasan penulis menggunakan pendekatan ini. Pertama, analisis korespondensi dapat digunakan 

untuk menyederhanakan data yang kompleks dengan menampilkan asosiasi antara variabel 

kategori sambil mempertahankan semua informasi berharga dalam kumpulan data (Doey & 

Kurta, 2011).7 Kedua, analisis korespondensi adalah sebuah metode untuk menggambarkan 

data tabular secara visual dan mudah mengakomodasi kumpulan data yang besar (Greenacre, 

2017). Penting untuk dicatat, prosedur matematika yang terlibat dalam analisis korespondensi 

cukup kompleks (Bendixen, 2003).  

 
6 Analisis korespondensi di dalam studi ini menggunakan piranti lunak IBM SPSS. 

7 Penggunaan correspondence analysis secara ilmiah mulai berkembang pesat sejak tahun 1996 di berbagai 
bidang (Beh & Lombardo, 2014). Visualisasi hasil analisis korespondensi berupa grafik memudahkan peneliti 
untuk melakukan interpretasi hasil analisis (Doey & Kurta, 2011).  
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4. PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Analisis 

4.1.1 Statistik deskriptif 

Data dari 12.361 pelaku usaha dari seluruh Indonesia tersebar dengan komposisi 

geografis sebagai berikut: Jawa (70%), Sumatra (13%), Kalimantan (6%), Sulawesi (5%), Bali 

dan Nusa Tenggara (5%), Papua dan Maluku (1%). Mayoritas dari pengisi survei ini memiliki 

posisi manajerial/pengambil keputusan (61%), dengan rincian sebagai berikut: direktur (27%), 

manajer (23%), pemilik (9%), komisaris (2%). Mayoritas pelaku usaha dalam survei ini (73%) 

beroperasi kurang dari 20 tahun. Sisanya (27%) telah beroperasi lebih dari 20 tahun.8 

Mayoritas pelaku usaha (59%) dalam studi ini memiliki omzet tahunan di atas Rp 5 miliar 

per tahun, dengan rincian sebagai berikut: omzet antara Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar sebanyak 

17%, omzet antara Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar sebanyak 13%, omzet antara Rp 25 miliar s.d. 

Rp 50 miliar sebanyak 10%, omzet antara Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar sebanyak 8%, dan 

omzet di atas Rp 100 miliar sebanyak 11%.  

Dari sisi jumlah tenaga kerja, mayoritas pelaku usaha (59%) dalam studi ini memiliki 

jumlah tenaga kerja di atas 10 orang, dengan rincian sebagai berikut: tenaga kerja antara 11 

orang s.d. 50 orang sebanyak 31%, tenaga kerja antara 51 orang s.d. 100 orang sebanyak 11%, 

tenaga kerja antara 101 orang s.d. 250 orang sebanyak 9%, tenaga kerja antara 251 orang s.d. 

500 orang sebanyak 4%, tenaga kerja di atas 500 orang sebanyak 5%. 

Dari sisi orientasi utama pasar, mayoritas pelaku usaha memiliki pangsa pasar utama 

lokal (85%). Sisanya, 11% pelaku usaha memiliki pangsa pasar campuran antara lokal dan 

ekspor, dan 4% pelaku usaha memiliki pangsa pasar utama ekspor. Rincian data deskriptif 

mengenai data yang dianalisis dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 2. 
Tabel 2. Statistik deskriptif data hasil survei (n=12.361) 

 Jawa Sumatra Kalimantan Sulawesi Bali-Nusra Papua-Maluku Total 

Berdasarkan posisi/jabatan pengisi survei 

Pemilik 638 201 82 103 78 28 1.130 

Staf 3645 505 246 144 192 43 4.775 

Manajer 2199 258 151 77 118 18 2.821 

Direktur 2035 638 212 268 169 63 3.385 

Komisaris 164 31 15 20 16 4 250 

Total 8.681 1.633 706 612 573 156 12.361 

Berdasarkan tahun berdiri responden 

Sebelum 1980 416 57 21 17 25 3 539 

1980 - 1990 635 72 29 23 36 5 800 

1991 - 1995 803 111 34 35 66 9 1.058 

1996 - 2000 697 112 48 32 50 15 954 

2001 - 2005 962 172 75 65 69 18 1.361 

2006 - 2010 1.400 259 125 110 87 14 1.995 

2011 - 2015 2.038 360 171 145 113 40 2.867 

2016 - 2020 1.730 490 203 185 127 52 2.787 

 
8 Jika dilihat berdasarkan sebaran geografis, maka proporsi pengisi survei yang memiliki posisi 
manajerial/pengambil keputusan paling tinggi berada di Sulawesi (76%). 
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Total 8.681 1.633 706 612 573 156 12.361 

Berdasarkan omzet tahunan responden 

Rp < 5M 3.131 872 339 370 302 95 5.109 

Rp 5M - 10M 1.470 252 135 87 116 24 2.084 

Rp 10M - 25M 1.237 166 81 52 71 15 1.622 

Rp 25M - 50M 965 130 48 50 41 8 1.242 

Rp 50M - 100M 765 86 45 29 27 6 958 

Rp > 100M 1.113 127 58 24 16 8 1.346 

Total 8.681 1.633 706 612 573 156 12.361 

Berdasarkan jumlah pekerja responden 

1 orang/Pemilik 452 212 82 123 49 16 934 

2 - 10 orang 2.628 666 269 258 197 74 4.092 

11 - 50 orang 2.836 424 185 160 195 44 3.844 

51 - 100 orang 1.049 125 71 33 65 11 1.354 

101 - 250 orang 816 115 54 27 46 6 1.064 

251 - 500 orang 418 44 25 8 13 2 510 

> 500 orang 482 47 20 3 8 3 563 

Total 8.681 1.633 706 612 573 156 12.361 

Berdasarkan pangsa pasar utama responden 

Lokal 7.260 1.452 647 564 444 151 10.518 

Ekspor 417 57 16 14 28 2 534 

Lokal & ekspor 1.004 124 43 34 101 3 1.309 

Total 8.681 1.633 706 612 573 156 12.361 

4.1.2 Perubahan penjualan dan beban usaha  

Hasil analisis menunjukkan bahwa sekitar 41% pelaku usaha melaporkan penurunan 

penjualan di atas 50%, sekitar 23% pelaku usaha melaporkan penurunan penjualan antara 25% 

s.d. 50%, dan 22% pelaku usaha menyatakan penurunan penjualan kurang dari 25%. Meski 

mayoritas mengalami penurunan, hasil analisis juga menunjukkan ada pelaku usaha yang 

melaporkan penjualan yang stabil dan bahkan naik selama pandemi. Terdapat 7% pelaku usaha 

yang melaporkan tidak ada perubahan penjualan, 5% pelaku usaha melaporkan kenaikan 

penjualan kurang dari 25%, 1% pelaku usaha melaporkan kenaikan antara 25% s.d. 50%, dan 

hampir 1% pelaku usaha melaporkan kenaikan di atas 50%.  

Untuk memudahkan komparasi dan analisis lebih lanjut, perubahan penjualan 

ditampilkan dalam bentuk visual berupa clustered bar chart dalam  

. Dalam grafik ini—dan analisis selanjutnya—perubahan penjualan dibagi dalam tiga 

klaster sesuai dengan pangsa pasar utama dari pelaku usaha: lokal, campuran lokal dan ekspor, 

dan ekspor murni.9  

 menunjukkan bahwa pelaku usaha dengan orientasi pasar ekspor murni relatif lebih 

bertahan dibandingkan dua jenis pelaku usaha yang lain. Ada dua poin yang menunjukkan hal 

ini. Pertama, pelaku usaha dengan pangsa pasar utama ekspor melaporkan porsi paling kecil 

 
9 Dengan mengelompokkan pangsa pasar ke dalam tiga klaster (berorientasi ekspor, lokal, dan campuran), 
penulis berharap dapat mengetahui apakah terdapat kecenderungan bahwa pandemi Covid-19 mempunyai 
dampak yang lebih besar terhadap salah satu pangsa pasar ataukah mempunyai dampak yang merata terhadap 
masing-masing pangsa pasar. 
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(30%) dari pelaku usaha yang mengalami kontraksi penjualan di atas 50%. Dalam kelompok ini, 

pelaku usaha dengan pangsa pasar utama lokal dan pangsa pasar campuran lokal dan ekspor 

memiliki porsi 41% dan 44%. Kedua, sebagaimana terlihat di  

, pelaku usaha dengan pangsa pasar utama ekspor melaporkan porsi paling besar (19%) 

dari pelaku usaha yang mengalami kenaikan penjualan kurang dari 25%. Dalam kelompok ini, 

pelaku usaha dengan pangsa pasar utama lokal dan campuran lokal dengan ekspor hanya 

memiliki porsi masing-masing kurang dari 5%. 

Hasil analisis terhadap perubahan beban usaha menunjukkan bahwa mayoritas (31%) 

pelaku usaha melaporkan tidak ada perubahan dalam beban usaha mereka. Penurunan beban 

usaha di atas 50% dan antara 25% s.d. 50% dilaporkan oleh masing-masing 11% pelaku usaha, 

sedangkan penurunan beban usaha kurang dari 25% dilaporkan oleh 17% pelaku usaha. 

Sebaliknya, kenaikan beban usaha dilaporkan oleh 31% pelaku usaha. Sekitar 21% pelaku usaha 

melaporkan kenaikan kurang dari 25%, 7% pelaku usaha melaporkan kenaikan beban usaha 

antara 25% s.d. 50%, dan 3% pelaku usaha melaporkan kenaikan beban usaha di atas 50%. 
Panel 
1. A 

 
Panel 
1. B 

 
  

Gambar 1. Perubahan penjualan dan beban usaha (n=12.361) 

Lebih lanjut, komparasi visual dalam  

 menunjukkan beberapa hal yang menarik. Pertama, untuk pelaku usaha yang 

melaporkan penurunan beban usaha,10 terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

pelaku usaha dengan pangsa pasar utama lokal, ekspor, maupun campuran lokal dan ekspor. 

 
10 Baik untuk penurunan beban usaha di atas 50%, antara 25% s.d. 50%, dan kurang dari 25%. 
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Kedua, terlihat ada perbedaan porsi yang signifikan untuk pelaku usaha yang melaporkan beban 

usaha tetap. Dalam kelompok ini, pelaku usaha dengan pangsa pasar utama ekspor memiliki 

porsi yang terkecil (21%) dibandingkan dua kelompok pelaku usaha yang lain—pelaku usaha 

dengan pangsa pasar utama lokal memiliki porsi 32%, sedangkan pelaku usaha dengan pangsa 

pasar utama lokal dan campuran memiliki porsi 29%. Ketiga, kenaikan beban usaha di bawah 

25% dilaporkan paling banyak oleh pelaku usaha dengan orientasi utama ekspor. Dalam 

kelompok ini, terdapat 34% pelaku usaha dengan orientasi utama ekspor, dan masing-masing 

hanya terdapat 21% pelaku usaha dengan pangsa pasar utama lokal dan 17% pelaku usaha 

dengan pangsa pasar utama campuran. 

4.1.3 Perubahan penggunaan kapasitas usaha dan kesulitan operasional usaha  

Penurunan penjualan akan berimplikasi pada pengurangan penggunaan kapasitas usaha. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas (54%) pelaku usaha melaporkan penggunaan 

kapasitas usaha antara 25% s.d. 75%. Pelaku usaha yang menggunakan kapasitas usaha di atas 

75% hanya sekitar 25%. Sebaliknya, terdapat 16% pelaku usaha yang melaporkan penggunaan 

kapasitas usaha kurang dari 25% dan bahkan sekitar 5% pelaku usaha menyatakan berhenti 

beroperasi. 

Lebih lanjut, komparasi visual berdasarkan pangsa pasar utama pelaku usaha 

menunjukkan bahwa secara umum pelaku usaha dengan pangsa pasar utama ekspor 

menggunakan kapasitas usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha dengan 

pangsa pasar utama lokal dan campuran. Gambar 2 menunjukkan bahwa pelaku usaha dengan 

orientasi ekspor memiliki porsi paling besar (36%) di kelompok penggunaan kapasitas usaha di 

atas 75%. 
Panel 
2. A 

 
Panel 
2. B 

 

Gambar 2. Penggunaan kapasitas dan kesulitan terbesar usaha (n=12.361) 
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Di kelompok ini, pelaku usaha dengan orientasi pasar lokal dan campuran masing-masing 

memiliki proporsi yang lebih rendah, 25% dan 22%. Sebaliknya, di kelompok penggunaan 

kapasitas usaha 25% s.d. 75% dan kurang dari 25%, pelaku usaha dengan pangsa pasar utama 

ekspor secara relatif memiliki porsi yang paling kecil. 

Penurunan permintaan barang dan jasa adalah masalah utama yang dihadapi oleh pelaku 

usaha. Permasalahan ini dilaporkan oleh 50% pelaku usaha. Permasalahan utama kedua yang 

dihadapi pelaku usaha adalah kesulitan membayar biaya operasional—terdapat 17% pelaku 

usaha yang melaporkan permasalahan ini. Beberapa kesulitan operasional yang lain dilaporkan 

secara bervariasi: kesulitan membayar gaji/upah (8%), kesulitan membayar angsuran (7%), 

kenaikan biaya operasional (6%), distribusi produk (4%), kesulitan bahan baku (4%). Hanya 

terdapat sekitar 6% yang melaporkan tidak mengalami kendala yang berarti. 

Jika merujuk pada jenis pangsa pasar utama dari pelaku usaha, porsi paling kecil pelaku 

usaha yang melaporkan permasalahan penurunan permintaan adalah pelaku usaha dengan 

orientasi ekspor (40%), sementara untuk pelaku usaha lokal dan campuran melaporkan porsi 

yang lebih besar, masing-masing 50% dan 48%. Seperti terlihat pada Gambar 2, beberapa hasil 

analisis yang perlu dicatat adalah: (i) porsi terbesar pelaku usaha yang melaporkan tidak ada 

kendala berarti adalah pelaku usaha dengan orientasi ekspor (20%)—kelompok pelaku usaha 

yang lain masing-masing melaporkan 5%, (ii) pelaku usaha dengan orientasi ekspor melaporkan 

porsi terkecil untuk jenis kesulitan membayar biaya operasional (12%), (iii) porsi paling besar 

untuk kesulitan mendapat bahan baku dilaporkan oleh pelaku usaha dengan pangsa pasar 

utama ekspor (9%). 

4.1.4 Status operasional usaha, strategi terkait penjualan, dan strategi terkait tenaga kerja 

Permasalahan operasional yang dihadapi oleh pelaku usaha secara teoritis akan 

membawa dampak pada status operasional dari pelaku usaha. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa mayoritas pelaku usaha (62%) melakukan pengurangan produksi atau waktu layanan. 

Sekitar 31% pelaku usaha melaporkan status operasional usahanya berjalan normal. Sekitar 7% 

pelaku usaha melakukan penutupan sementara dan kurang dari 0,5% pelaku usaha menutup 

usaha secara permanen. 

Seperti terlihat dalam Gambar 3, pelaku usaha dengan orientasi ekspor melaporkan porsi 

yang paling kecil untuk kelompok pelaku usaha yang melakukan pengurangan produksi atau 

waktu layanan (58%), sementara untuk pelaku usaha dengan pangsa pasar utama lokal dan 

campuran masing-masing melaporkan 62% dan 64%. Meski tidak terdapat perbedaan yang 

secara visual signifikan antara ketiga jenis pelaku usaha ini di kelompok pelaku usaha yang 

melakukan penutupan usaha sementara dan permanen, pelaku usaha dengan orientasi ekspor 

melaporkan porsi yang paling besar untuk kelompok usaha yang berjalan normal (35%), 

sementara untuk pelaku usaha dengan pangsa pasar utama lokal dan campuran masing-masing 

melaporkan 31% dan 27%. 

Terdapat beberapa strategi terkait penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha selama 

pandemi berlangsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa 33% pelaku usaha melakukan 

ekspansi pasar dengan mencari pangsa pasar baru. Sekitar 28% pelaku usaha melaporkan tidak 

memiliki strategi khusus. Sekitar 14% pelaku usaha melakukan strategi memberikan potongan 

harga dan sekitar 13% pelaku usaha melakukan penyesuaian produk. Sisanya melakukan 

beberapa strategi yang bervariasi: melakukan diversifikasi produk (9%), melakukan penjualan 

konsinyasi (2%), dan memberikan bonus pembelian (1%). 
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Jika merujuk pada jenis pangsa pasar utama dari pelaku usaha, seperti terlihat dalam 

Gambar 3, porsi paling kecil pelaku usaha yang melakukan ekspansi pasar adalah pelaku usaha 

dengan orientasi ekspor (30%), sementara untuk pelaku usaha lokal dan campuran melaporkan 

porsi yang lebih besar, masing-masing 33% dan 35%. Yang menarik, sekitar 42% pelaku usaha 

dengan orientasi ekspor melaporkan bahwa mereka tidak memiliki strategi khusus terkait 

dengan penjualan. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pelaku usaha dengan 

pangsa pasar utama lokal dan campuran yang masing-masing hanya 29% dan 22%. Hal lain yang 

perlu dicatat adalah strategi pemberian potongan harga lebih banyak digunakan oleh pelaku 

usaha dengan pangsa pasar lokal dan campuran lokal dan ekspor—masing-masing melaporkan 

14% dan 17%; lebih besar dari pelaku usaha dengan orientasi ekspor yang berjumlah 8%. 
Panel 
3. A 

 
Panel 
3. B 

 
Gambar 3. Status operasional usaha dan strategi terkait penjualan (n=12.361) 

Perubahan operasional dan penggunaan kapasitas usaha berdampak pada tenaga kerja. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya 53% pelaku usaha yang tidak melakukan perubahan 

kebijakan terkait tenaga kerja. Kebijakan terkait ketenagakerjaan yang paling banyak digunakan 

adalah penghentian sementara. Strategi ini diambil oleh 24% pelaku usaha. Kebijakan 

selanjutnya yang diambil pelaku usaha adalah memberikan cuti tanpa gaji—kebijakan ini 

diambil oleh 10% pelaku usaha. Sisanya, pelaku usaha melakukan kebijakan pengurangan 

tenaga kerja berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan jumlah yang bervariasi: (i) PHK 

kurang dari 20% dilakukan oleh 5% pelaku usaha, (ii) PHK antara 20% s.d. 50% dilakukan oleh 
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3% pelaku usaha, (iii) PHK di atas 50% diambil oleh 2% pelaku usaha.11 Hal ini dikuatkan 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ngadi et al. (2020) yang menemukan bahwa pada 

awal terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia terjadi PHK sebanyak 15,6% yang terdiri dari 

13,8% PHK tanpa pesangon dan 1,8% PHK dengan pesangon. Terkait dengan pangsa pasar 

utama pelaku usaha, seperti terlihat dalam Gambar 4, pelaku usaha dengan pangsa pasar utama 

lokal dan campuran cenderung lebih agresif melakukan kebijakan terkait tenaga kerja. Hal ini 

terlihat bahwa kebijakan berupa penghentian sementara, cuti tanpa gaji, dan PHK (s.d. 50%) 

lebih banyak dilakukan oleh kelompok pelaku usaha ini. 
 

 
Gambar 4. Strategi terkait tenaga kerja (n=12.361) 

4.1.5 Hubungan kesulitan operasional usaha, strategi penjualan, dan strategi terkait tenaga kerja 

dengan omzet  

Bagian ini berkaitan dengan pertanyaan riset kedua dan merupakan hasil analisis 

menggunakan pendekatan correspondence analysis. Gambar 5 menunjukkan visualisasi 

hubungan korelasional antara kesulitan terbesar operasional usaha dan strategi penjualan 

dengan omzet dari pelaku usaha berdasarkan analisis korespondensi. Panel 5.A dari Gambar 5 

menunjukkan beberapa temuan empiris terkait hubungan antara kesulitan operasional usaha 

dengan omzet dari pelaku usaha berdasarkan analisis korespondensi (Chi-Square = 430,110;  

= 0,000; df = 35). 

Pertama, terdapat kecenderungan bahwa penurunan permintaan lebih rentan dialami 

oleh pelaku usaha dengan rentang omzet di kisaran di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 25 miliar. Kedua, 

pelaku usaha dengan omzet di atas Rp 100 miliar cenderung rentan dengan kesulitan mendapat 

bahan baku. Ketiga, kesulitan distribusi produk rentan dialami oleh pelaku usaha dengan omzet 

antara Rp 25 miliar s.d. Rp 100 miliar. Keempat, kenaikan biaya operasional cenderung dialami 

oleh pelaku usaha dengan omzet Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar. Kelima, pelaku usaha dengan 

omzet kurang dari Rp 5 miliar cenderung mengalami kesulitan likuiditas, khususnya membayar 

biaya operasional. Permasalahan likuiditas berupa kesulitan membayar angsuran dan 

membayar biaya gaji/upah juga rentan dialami oleh pelaku usaha dengan omzet kurang dari Rp 

5 miliar. 

 
11 Terdapat sekitar 3% responden survei (332 pelaku usaha) yang melaporkan tidak memiliki pegawai. 
Kelompok ini dikeluarkan dari analisis terkait strategi tenaga kerja. 
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Panel 5.B dari Gambar 5 menunjukkan beberapa temuan empiris terkait hubungan antara 

strategi penjualan dengan omzet dari pelaku usaha berdasarkan analisis korespondensi (Chi-

Square = 230,133;  = 0,000; df = 30). Pertama, pelaku usaha dengan omzet kurang dari Rp 5 

miliar memiliki kecenderungan yang kuat untuk tidak memiliki strategi khusus terkait dengan 

penjualan. Kedua, strategi pemberian potongan harga lebih cenderung digunakan oleh pelaku 

usaha dengan omzet Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar. Ketiga, strategi berupa penyesuaian produk 

cenderung dilakukan oleh pelaku usaha dengan omzet di atas Rp 100 miliar. Keempat, strategi 

diversifikasi produk cenderung diambil oleh pelaku usaha dengan omzet antara Rp 5 miliar s.d. 

Rp 10 miliar dan pelaku usaha dengan omzet di atas Rp 50 miliar. 

Gambar 6 menunjukkan beberapa temuan empiris terkait hubungan antara strategi 

terkait tenaga kerja dengan omzet dari pelaku usaha berdasarkan analisis korespondensi (Chi-

Square = 321,183;  = 0,000; df = 25). 

 
Panel 5.A Panel 5.B 

  

  
Chi-Square = 430,110;  = 0,000; df = 35 Chi-Square = 230,133;  = 0,000; df = 30 

 

Gambar 5. Korespondensi kesulitan operasional usaha dan strategi terkait penjualan 
dengan omzet pelaku usaha (n=12.361) 
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Chi-Square = 321,183;  = 0,000; df = 25 

Gambar 6. Korespondensi strategi terkait tenaga kerja dengan omzet pelaku usaha 
(n=12.361) 

Pertama, terdapat kecenderungan yang sangat kuat bahwa kebijakan penghentian 

sementara dilakukan oleh pelaku usaha dengan omzet kurang dari Rp 5 miliar. Kebijakan PHK 

di atas 50% juga cenderung diambil oleh kelompok pelaku usaha ini. Kedua, kebijakan terkait 

tenaga kerja yang tetap atau normal cenderung dilakukan oleh pelaku usaha dengan omzet 

antara Rp 5 miliar s.d. Rp 25 miliar dan pelaku usaha dengan omzet Rp 50 miliar s.d. Rp 100 

miliar. Ketiga, PHK antara 20% s.d 50% cenderung dilakukan oleh pelaku usaha dengan omzet 

antara Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar. Keempat, kecenderungan PHK kurang dari 20% lebih besar 

dilakukan oleh pelaku usaha dengan omzet di atas Rp 100 miliar. 

4.1.6 Hubungan kesulitan operasional usaha, strategi penjualan, dan strategi terkait tenaga kerja 

dengan lokasi usaha  

Bagian ini berkaitan dengan pertanyaan riset ketiga dan juga diolah dengan pendekatan 

correspondence analysis. Gambar 7 menunjukkan visualisasi dari hubungan antara kesulitan 

operasional usaha dan strategi penjualan dengan lokasi dari pelaku usaha berdasarkan analisis 

korespondensi. Panel 7.A dari Gambar 7 menunjukkan visualisasi dari hubungan antara 

kesulitan operasional usaha dengan lokasi dari pelaku usaha (Chi-Square = 222,255;  = 0,000; 

df = 35). Pertama, terdapat kecenderungan yang sangat kuat bahwa permasalahan operasional 

usaha paling besar yang dihadapi pelaku usaha di Jawa adalah penurunan permintaan barang 

dan/atau jasa. Selain itu, permasalahan terkait distribusi produk juga cenderung dialami oleh 

pelaku usaha di Jawa. Kedua, kesulitan membayar angsuran cenderung dialami oleh pelaku 

usaha di Papua, Maluku, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Ketiga, pelaku usaha di Kalimantan 

rentan mengalami kesulitan membayar biaya operasional. 

Panel 7.B dari Gambar 7 menunjukkan visualisasi beberapa temuan empiris terkait 

hubungan antara strategi terkait penjualan dengan lokasi dari pelaku usaha berdasarkan 

analisis korespondensi (Chi-Square = 242,195;  = 0,000; df = 30). Pertama, terdapat 

kecenderungan yang sangat kuat bahwa strategi ekspansi pasar dilakukan oleh pelaku usaha di 

Jawa. Kedua, pelaku usaha di Sumatra dan Sulawesi cenderung tidak memiliki strategi penjualan 

yang khusus selama pandemi. Ketiga, kebijakan pemberian potongan harga dan bonus 

pembelian cenderung digunakan oleh pelaku usaha di Bali dan Nusa Tenggara. Keempat, 
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strategi penjualan berupa diversifikasi produk dan penjualan secara konsinyasi cenderung 

dilakukan oleh pelaku usaha di Jawa. 
Panel 7.A Panel 7.B 

  

 
 

Chi-Square = 222,255;  = 0,000; df = 35 Chi-Square = 242,195;  = 0,000; df = 30 

Gambar 7. Korespondensi kesulitan operasional usaha dan strategi terkait penjualan 
dengan lokasi pelaku usaha (n=12.361) 

 

 
Chi-Square = 177,055;  = 0,000; df = 25 

Gambar 8. Korespondensi strategi terkait tenaga kerja dengan lokasi pelaku usaha 
(n=12.361) 

Terakhir, Gambar 8 menunjukkan beberapa temuan empiris terkait hubungan antara 

strategi terkait tenaga kerja dengan lokasi dari pelaku usaha berdasarkan analisis 

korespondensi (Chi-Square = 177,055;  = 0,000; df = 25). Pertama, terdapat kecenderungan—

meski tidak bisa dibilang cukup kuat—bahwa pelaku usaha di Bali, Sulawesi, Bali dan Nusa 



Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia Vol. 4 No. 1 (2022) -101 

 
 

 

Tenggara mengambil kebijakan berupa pemberian cuti tanpa gaji dan penghentian sementara. 

Pelaku usaha di lokasi ini memiliki kecenderungan yang kecil untuk melakukan PHK. Kedua, 

pelaku usaha di Sumatra dan Kalimantan lebih cenderung memiliki kebijakan yang tidak 

berubah terkait tenaga kerja. Ketiga, pelaku usaha di Jawa cenderung mengambil kebijakan 

berupa penghentian sementara atau tidak melakukan perubahan kebijakan. 

4.2 Pembahasan 

Bagian pembahasan ini membahas hasil analisis dalam dua bagian besar. Bagian pertama 

mengelaborasi dampak ekonomi pandemi Covid-19 dan bagian kedua menitikberatkan pada 

hubungan kesulitan operasional usaha, strategi penjualan, dan strategi terkait tenaga kerja 

dengan omzet dan lokasi usaha dari pelaku usaha. 

4.2.1 Dampak ekonomi pandemi Covid-19 

Pandemi Covid-19 membawa dua implikasi penting terhadap perekonomian yaitu 

timbulnya biaya tangible dan biaya intangible (Khan et al., 2021). Biaya tangible dari Covid-19 

meliputi, di antaranya, penurunan Produk Domestik Bruto (PDB), merosotnya perdagangan 

global dan foreign direct investment (FDI), serta peningkatan pengangguran. Sedangkan biaya 

intangible dari Covid-19 meliputi penurunan standar hidup, peningkatan kekerasan emosional, 

dan peningkatan level stres. Studi ini hanya menangkap sebagian dari biaya tangible tersebut 

untuk konteks Indonesia. 

Perubahan penjualan. Dapat dikatakan bahwa dampak paling nyata akibat pandemi 

Covid-19 adalah penurunan penjualan atau pendapatan usaha. Studi ini menunjukkan bahwa 

sebanyak 86% pelaku usaha melaporkan penurunan penjualan selama tahun 2020.12 Bahkan, 

sekitar 41% pelaku usaha melaporkan penurunan penjualan lebih dari 50%. Temuan ini senada 

dengan survei yang dilakukan oleh BPS (2020) yang menyatakan bahwa sebanyak 82% pelaku 

usaha mengalami penurunan pendapatan/penjualan selama tahun 2020, dan survei World Bank 

(2020a) yang menyatakan bahwa 86% pengusaha melaporkan penurunan penjualan pada 

periode yang sama. Hal ini juga mengonfirmasi hasil studi Chetty et al. (2020) yang menyatakan 

bahwa selama pandemi berlangsung, terjadi penurunan permintaan sebesar 75% di Amerika 

Serikat yang disebabkan berkurangnya konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya 

menyebabkan penurunan penjualan. Selain itu, studi ini juga selaras dengan hasil survei (World 

Bank, 2020b) yang menyebutkan bahwa lemahnya permintaan merupakan hal utama yang 

menyebabkan penurunan penjualan pelaku usaha pada masa pandemi di Indonesia. 

Studi ini menunjukkan pelaku usaha yang mempunyai orientasi penjualan ekspor 

umumnya mengalami penurunan pada tingkat yang tidak sedalam dengan yang dialami pelaku 

usaha yang berorientasi lokal dan campuran. Hal ini sangat mungkin karena pada umumnya 

pengusaha yang berorientasi ekspor tidak mengalami penurunan permintaan yang signifikan, 

yang terlihat dari masih kuatnya permintaan ekspor yang tercermin dari neraca perdagangan 

pada tahun 2020. Misalnya, merujuk pada data Kementerian Perdagangan (2021), sampai 

dengan akhir tahun 2020 total barang dan jasa yang diekspor oleh pelaku usaha di Indonesia 

mencapai USD 163,2 miliar dan terdapat surplus neraca perdagangan sebesar USD 21,6 miliar. 

 
12 Sekitar 14% pelaku usaha melaporkan tidak mengalami penurunan penjualan, dengan rincian: 8% pelaku 
usaha melaporkan penjualan mereka tetap dan 6% pelaku usaha melaporkan kenaikan penjualan. Dari 6% 
pelaku usaha yang melaporkan kenaikan penjualan, sekitar 5% melaporkan kenaikan kurang dari 25% dan 
sebanyak 1% melaporkan kenaikan di atas 25%.  
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Perubahan beban usaha. Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak terhadap beban 

usaha. Hasil studi ini menunjukkan bahwa 31% pelaku usaha melaporkan bahwa tidak ada 

perubahan dalam beban usaha yang ditanggung oleh pelaku usaha selama tahun 2020. Kondisi 

ini sepertinya berkaitan erat dengan beban tenaga kerja yang ditanggung oleh pelaku usaha. 

Maksudnya, meskipun mayoritas pelaku usaha melaporkan penurunan penjualan selama tahun 

2020, namun beban tenaga kerja yang ditanggung oleh pelaku usaha relatif tidak banyak 

berubah. Hal ini terlihat dari hasil analisis studi ini yang menyatakan bahwa mayoritas pelaku 

usaha menjalankan strategi normal terkait ketenagakerjaan daripada melakukan PHK. Temuan 

ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan BPS (2020) yang menyatakan bahwa 76% pelaku 

usaha masih beroperasi seperti biasa dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki pun cenderung 

tetap.  

Perubahan kapasitas usaha. Dampak ekonomi selanjutnya yang diakibatkan oleh pandemi 

Covid-19 adalah dampak terhadap penggunaan kapasitas usaha. Menurut Chetty et al. (2020), 

salah satu dampak pandemi Covid-19 yang langsung terlihat pada pelaku usaha adalah 

pengurangan kapasitas usaha karena begitu pekerja terinfeksi Covid-19 maka kapasitas 

produksi seketika berkurang. Selaras dengan argumen Chetty et al. (2020), sebanyak 54% 

pelaku usaha di Indonesia melaporkan penggunaan kapasitas usaha antara 25% s.d. 75%, 16% 

pelaku usaha menggunakan kapasitas usaha kurang dari 25%, dan 5% pelaku usaha 

menyatakan berhenti beroperasi. Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian Waldkrich 

(2021) yang menemukan bahwa 61,3% pelaku usaha mengalami penurunan kapasitas usaha 

selama pandemi Covid-19 berlangsung.  

Kesulitan operasional usaha. Studi ini menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi 

pelaku usaha pada masa pandemi adalah penurunan permintaan. Fenomena ini dialami lebih 

dari 50% pelaku usaha baik yang mempunyai pangsa pasar lokal, ekspor, maupun campuran. 

Fakta ini sejalan dengan hasil survei BPS (2020) yang menyatakan bahwa kesulitan terbesar 

yang dialami pelaku usaha baik Usaha Menengah Kecil (UMK) maupun Usaha Menengah Besar 

(UMB) adalah penurunan permintaan. 

Kesulitan terbesar kedua adalah kesulitan membayar biaya operasional yang dilaporkan 

oleh 17% pelaku usaha di dalam studi ini. Hal ini juga sejalan dengan temuan BPS (2020) yang 

melaporkan bahwa sekitar 53,17% UMB dan 62,21% UMK mengalami kendala keuangan terkait 

operasional usaha dan biaya pegawai. Sementara itu, survei World Bank (2020a) menemukan 

sekitar 75% pelaku usaha melaporkan masalah keterbatasan kas dalam membayar biaya 

produksi pada tahun 2020 yang meliputi biaya gaji, bahan mentah, pinjaman, biaya sewa, dan 

kegiatan operasional lainnya. 

Status operasional usaha. Dampak ekonomi berikutnya yang diakibatkan pandemi Covid-

19 adalah dampak terhadap status operasional usaha. Hasil studi ini menemukan bahwa 

sebagian besar pelaku usaha melakukan pengurangan produk dan/atau waktu layanan pada 

masa pandemi. Hal ini dialami oleh hampir seluruh pelaku usaha baik yang berorientasi lokal, 

ekspor, maupun campuran. Fenomena ini berbeda dengan hasil survei yang dilakukan BPS 

(2020) yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku usaha (58,8%) masih beroperasi seperti 

biasa dan sebanyak 24,31% pelaku usaha beroperasi dengan pengurangan kapasitas jam kerja, 

mesin, dan/atau tenaga kerja. 



Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia Vol. 4 No. 1 (2022) -103 

 
 

 

Dampak terhadap status operasional usaha berupa pengurangan produk/waktu layanan 

ini dapat dikaitkan secara erat dengan penurunan penjualan dan stagnasi biaya usaha.13 Hal ini 

karena, demi menekan pengeluaran di tengah penurunan penjualan, pelaku usaha melakukan 

pengurangan produk dan/atau jam operasional. Selain itu, pengurangan produk/waktu layanan 

ini juga berkaitan erat dengan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditegakkan 

pemerintah yang meliputi, di antaranya, pembatasan jam operasional kantor, pabrik, restoran, 

dan pusat perbelanjaan dalam rangka mengurangi angka penularan Covid-19. 

Strategi terkait penjualan. Selanjutnya, dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi 

Covid-19 terhadap pelaku usaha adalah perubahan strategi penjualan. Perubahan strategi 

penjualan merupakan respons logis pelaku usaha terhadap perubahan penjualan, biaya, status 

operasional, dan kesulitan operasional yang dihadapi. Studi ini menemukan bahwa sebanyak 

33% pelaku usaha melakukan ekspansi pasar sebagai strategi utama untuk mendongkrak 

penjualan dan mengatasi kendala operasional. Hal ini sedikit berbeda dengan hasil survei BPS 

(2020) yang menyatakan bahwa 15% perusahaan menggunakan diversifikasi usaha sebagai 

strategi utama;14 selain itu, lima dari 100 perusahaan juga dilaporkan menggunakan strategi 

beralih ke sektor yang berbeda dan bergerak ke sektor yang baru sebagai exit strategy dalam 

menghadapi penurunan penjualan dan kesulitan biaya operasional. 

Strategi terkait tenaga kerja. Studi ini menemukan bahwa sebanyak 53% pelaku usaha 

menyatakan bahwa mereka tidak melakukan perubahan kebijakan terkait tenaga kerja dan 24% 

pelaku usaha lainnya mengaku bahwa mereka melakukan penghentian sementara terhadap 

tenaga kerja untuk efisiensi. Hal ini sejalan dengan survei yang dilakukan BPS (2020) yang 

menyatakan bahwa sebanyak 62,29% perusahaan memilih untuk tidak melakukan perubahan 

terhadap jumlah karyawan dan sebanyak 35,56% perusahaan memilih untuk mengurangi 

jumlah karyawan pada masa pandemi. Lebih lanjut, berdasarkan survei BPS (2020), sektor 

Industri Pengolahan, sektor Konstruksi, dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

merupakan sektor yang paling banyak melakukan pengurangan jumlah karyawan. 

4.2.2 Hubungan kesulitan operasional usaha, strategi penjualan, dan strategi terkait tenaga kerja 

dengan omzet dan lokasi usaha 

Bagian ini membahas hasil analisis korespondensi antara kesulitan operasional usaha, 

strategi penjualan, dan strategi terkait tenaga kerja dengan omzet usaha. Selanjutnya 

didiskusikan keterkaitan ketiga variabel tersebut dengan lokasi usaha. 

Hubungan dengan omzet pelaku usaha. Studi ini menunjukkan adanya kecenderungan 

kuat bahwa kesulitan likuiditas atau kas untuk membayar biaya operasional dialami pelaku 

usaha dengan omzet kurang dari Rp 5 miliar; kesulitan likuiditas untuk membayar angsuran dan 

biaya gaji/upah juga lebih rentan dialami kelompok pelaku usaha kecil ini daripada pelaku 

usaha dengan omzet lebih besar. Kesulitan kas, pada dasarnya, dapat dikaitkan dengan 

penurunan pendapatan yang dialami pelaku usaha akibat dampak pandemi Covid-19. Dampak 

negatif dari pandemi Covid-19 terhadap kinerja perusahaan (firm performance) menjadi 

semakin besar pada perusahaan dengan omzet yang relatif lebih kecil (Shen et al., 2020). Selain 

 
13 Lihat kembali  

. 

14 Perlu dicatat, meskipun secara praktik beririsan, terdapat perbedaan definisi antara ‘ekspansi pasar’ dan 
‘diversifikasi usaha’. Keduanya bukan perbandingan yang comparable. 
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itu, sifat bisnis usaha kecil cenderung memerlukan interaksi fisik (physical interaction) antara 

penjual dan pembeli—misalnya, rumah makan dan toko—dan pada jenis usaha inilah relatif 

terjadi penurunan belanja konsumen yang lebih dalam, yang disebabkan kebijakan pembatasan 

mobilitas masyarakat selama pandemi. 

Argumen tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan Chetty et al. (2020) yang 

menemukan bahwa pada masa pandemi, konsumen berpendapatan tinggi melakukan 

pengurangan belanja yang lebih dalam daripada konsumen berpendapatan rendah, dan 

pengurangan belanja tersebut terkonsentrasi pada usaha yang memerlukan interaksi fisik. 

Menurut Chetty et al. (2020), pengurangan belanja konsumen berpendapatan tinggi lebih 

disebabkan oleh isu protokol kesehatan alih-alih masalah penurunan pendapatan atau 

kekayaan. Dengan demikian, permasalahan likuiditas akibat pandemi yang menyebabkan 

pembatasan mobilitas masyarakat dalam skala besar—seperti yang terjadi selama pandemi 

Covid-19—cenderung lebih rentan dialami oleh usaha kecil daripada usaha dengan skala yang 

lebih besar. 

Studi ini juga menunjukkan adanya kecenderungan kuat bahwa pelaku usaha dengan 

omzet kurang dari Rp 5 miliar tidak memiliki strategi khusus untuk meningkatkan penjualan. 

Temuan ini dapat dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu bahwa kesulitan kas 

cenderung dialami oleh pelaku usaha kecil—omzet kurang dari Rp 5 miliar. Kesulitan kas dalam 

hal-hal pokok seperti untuk membiayai operasional rutin, melunasi angsuran pinjaman modal 

usaha, maupun membayar gaji karyawan berimplikasi bahwa usaha kecil sangat mungkin tidak 

memiliki kecukupan kas untuk membiayai opsi-opsi strategi khusus untuk meningkatkan 

penjualan—seperti penetrasi pasar baru, diversifikasi produk, peningkatan kualitas produk 

yang sudah ada, ataupun pemberian diskon dan bonus pembelian—yang tentu saja memerlukan 

kas yang tidak sedikit. 

Studi ini juga menemukan adanya kecenderungan kuat bahwa strategi penghentian 

sementara karyawan dilakukan oleh pelaku usaha dengan omzet kurang dari Rp 5 miliar—

bahkan, kebijakan PHK di atas 50% juga cenderung diambil oleh kelompok pelaku usaha ini. 

Umum diketahui bahwa usaha kecil cenderung memiliki skema perjanjian kerja (employment 

agreement) yang lebih informal daripada yang dimiliki oleh perusahaan besar. Perjanjian kerja 

mengatur, di antaranya, masa kerja dan kompensasi yang diterima karyawan jika terjadi 

pemutusan kontrak. Selain itu, keberadaan serikat pekerja (labor union) lebih umum dikaitkan 

dengan sekumpulan karyawan pada perusahaan besar daripada pada perusahaan kecil. Serikat 

pekerja memiliki fungsi, di antaranya, memperjuangkan kepentingan karyawan terkait 

kompensasi kerja—seperti besaran gaji dan bonus—maupun hak karyawan untuk terus bekerja 

sesuai masa kerja pada employment agreement di tengah-tengah guncangan keuangan 

perusahaan. Sehingga, karena pada usaha kecil keberadaan employment agreement yang formal 

dan labor union lebih jarang ditemukan daripada pada usaha besar, maka secara umum usaha 

kecil akan cenderung lebih fleksibel dalam melakukan pengurangan karyawan ketika terjadi 

guncangan ekonomi. 

Hubungan dengan lokasi pelaku usaha. Studi ini menemukan adanya kecenderungan kuat 

bahwa kesulitan operasional usaha berupa penurunan permintaan barang dan/atau jasa paling 

rentan dialami oleh pelaku usaha di Jawa. Jawa merupakan wilayah yang paling maju aktivitas 

ekonominya dibanding wilayah lainnya di Indonesia, yang dibuktikan dengan kontribusi 

terbesar untuk PDB Nasional selalu berasal dari Jawa—selalu di atas 50% setidaknya selama 10 
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tahun terakhir yaitu sejak tahun 2011 hingga tahun 2020 (BPS, 2021b). Sehingga, secara umum, 

jumlah konsumen berpendapatan tinggi paling banyak berada di Jawa. Menurut Chetty et al. 

(2020), konsumen berpendapatan tinggi yang notabene lebih banyak tinggal di wilayah yang 

lebih maju menurunkan laju belanjanya secara signifikan selama masa pandemi Covid-19—

yang utamanya disebabkan oleh isu kesehatan, yang berarti bahwa permasalahan utama bagi 

bisnis di lokasi usaha yang lebih maju ekonominya adalah penurunan permintaan. 

Terkait hubungan antara strategi penjualan dengan lokasi usaha, studi ini mengungkap 

adanya kecenderungan kuat bahwa strategi ekspansi pasar dan diversifikasi produk dilakukan 

oleh pelaku usaha di Jawa. Pada diskusi sebelumnya diketahui bahwa permasalahan operasional 

usaha yang paling rentan dialami pelaku usaha di Jawa adalah penurunan permintaan. Dengan 

demikian, strategi ekspansi pasar dan diversifikasi produk yang cenderung diambil pelaku 

usaha di Jawa sangat erat kaitannya sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan operasional 

utama yang dialami yaitu penurunan permintaan. 

Studi ini menemukan bahwa kebijakan pemberian potongan harga dan bonus pembelian 

cenderung digunakan oleh pelaku usaha di Bali dan Nusa Tenggara. Jamak diketahui bahwa 

sektor usaha dominan di wilayah tersebut adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di 

mana sektor ini cenderung memerlukan interaksi fisik antara penjual dan pembeli. Merujuk 

studi Chetty et al. (2020), penurunan permintaan selama pandemi cenderung terkonsentrasi 

pada sektor jasa yang memerlukan interaksi fisik—misalnya pada bisnis hotel dan restoran—

karena adanya kebijakan pembatasan mobilitas dan interaksi fisik yang jamak dilakukan. 

Dengan demikian, strategi pemberian diskon dan bonus pembelian adalah strategi yang secara 

logis memiliki relevansi langsung untuk mengatasi masalah penurunan penjualan bagi sektor 

usaha dominan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang cenderung bergantung kepada interaksi 

fisik. 

5.  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Studi ini berkontribusi mengisi keterbatasan literatur terkait dampak pandemi Covid-19 

terhadap aktivitas ekonomi pada level perusahaan di Indonesia. Menganalisis data dari 12.361 

pelaku usaha, tulisan ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk mengetahui secara lebih 

detail dampak ekonomi yang dialami oleh pelaku usaha selama pandemi. Analisis secara 

deskriptif menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 membawa dampak yang cukup signifikan 

terhadap penurunan penjualan dan perubahan beban usaha. 

Salah satu dampak penurunan penjualan adalah turunnya penggunaan kapasitas usaha, 

yaitu hanya sekitar 25% pelaku usaha yang melaporkan penggunaan kapasitas usaha di atas 

75%—mayoritas pelaku usaha (54%) hanya menggunakan 25% s.d. 75% dari kapasitas usaha 

mereka. Analisis lebih lanjut menunjukkan penggunaan kapasitas usaha pelaku usaha eksportir 

cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha dengan orientasi pasar utama lokal 

dan campuran. 

Selama masa pandemi, kesulitan operasional usaha yang paling utama adalah penurunan 

permintaan barang dan jasa. Dalam studi ini lebih dari separuh pelaku usaha memilih hal ini 

sebagai isu pertama. Kesulitan peringkat kedua yang dilaporkan oleh pelaku usaha adalah 

kesulitan likuiditas—dilaporkan oleh 17% pelaku usaha. Hanya sebagian kecil (6%) pelaku 

usaha yang melaporkan tidak mengalami kendala yang berarti selama pandemi. Secara umum, 

pelaku usaha dengan orientasi ekspor mengalami kesulitan yang relatif lebih ringan dibanding 

pelaku usaha dengan pasar utama lokal dan campuran. 
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Strategi yang paling banyak diambil adalah ekspansi pasar dengan mencari pangsa pasar 

baru. Strategi ini diambil oleh 33% pelaku usaha dan cenderung lebih banyak dilakukan oleh 

pelaku usaha dengan pangsa pasar utama lokal dan campuran. Meski demikian, 28% pelaku 

usaha menyatakan tidak memiliki strategi khusus terkait penjualan—yang menarik, sekitar 

42% pelaku usaha eksportir murni melaporkan tidak memiliki strategi khusus. Sedangkan 

terkait dengan ketenagakerjaan, meski mayoritas pelaku usaha (53%) menyatakan tidak 

melakukan perubahan kebijakan terkait tenaga kerja, sekitar 24% pelaku usaha melaporkan 

kebijakan penghentian sementara. Kebijakan PHK dilakukan oleh 10% pelaku usaha dengan 

jumlah yang bervariasi. 

Tujuan kedua studi ini adalah mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara 

kesulitan operasional usaha, strategi penjualan, dan strategi terkait tenaga kerja dengan omzet 

dari pelaku usaha. Studi ini menyimpulkan beberapa poin penting. Misalnya, terdapat indikasi 

empiris yang kuat bahwa permasalahan penurunan permintaan dialami oleh pelaku usaha 

dalam kelompok omzet Rp 5 miliar s.d. Rp 25 miliar—kesulitan utama yang dialami pelaku 

usaha dengan omzet kurang dari Rp 5 miliar adalah kesulitan likuiditas. Pelaku usaha dengan 

omzet kurang dari Rp 5 miliar juga cenderung tidak memiliki strategi khusus terkait penjualan 

dan juga cenderung melakukan kebijakan penghentian sementara tenaga kerja. Sedangkan, 

kesulitan distribusi produk cenderung rentan dialami oleh pelaku usaha dengan omzet antara 

Rp 25 miliar s.d. Rp 100 miliar. Untuk mengatasi hal ini, strategi penjualan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha di kelompok omzet ini adalah melakukan pemberian potongan harga. 

Tujuan ketiga studi ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara 

kesulitan operasional usaha, strategi penjualan, dan strategi terkait tenaga kerja dengan lokasi 

(kelompok pulau) dari pelaku usaha. Hasil analis menunjukkan bahwa terdapat indikasi yang 

kuat permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha di Jawa adalah penurunan 

permintaan barang dan jasa. Kesulitan terkait distribusi produk juga cenderung dialami oleh 

pelaku usaha di Jawa. Terkait dengan hal ini, terdapat indikasi yang kuat strategi penjualan 

berupa ekspansi pasar dilakukan oleh pelaku usaha di Jawa, dengan strategi penjualan berupa 

diversifikasi produk dan penjualan secara konsinyasi sebagai pilihan berikutnya. Sementara, 

pelaku usaha di Bali dan Nusa Tenggara condong ke strategi pemberian potongan harga dan 

bonus pembelian. Untuk strategi terkait ketenagakerjaan, terdapat kecenderungan—meski 

tidak terlalu kuat—bahwa kebijakan berupa pemberian cuti tanpa gaji dan penghentian 

sementara dilakukan oleh pelaku usaha di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. 

Selain memberikan pemahaman yang lebih mendalam bahwa pandemi Covid-19 

membawa dampak yang bervariasi bagi pelaku usaha di Indonesia, penelitian ini memberikan 

implikasi mengenai pentingnya penggunaan pendekatan kebijakan berbasis data empiris untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha selama pandemi. Selain itu, 

hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya mengoptimalkan bauran kebijakan yang 

bersifat insentif fiskal dan non-insentif fiskal—misalnya bantuan modal, angsuran pinjaman, 

atau kemudahan akses ke pasar keuangan—dalam menjaga ketahanan dunia usaha melewati 

krisis selama pandemi. 

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa hasil analisis yang terdokumentasikan dalam 

penelitian ini adalah hanya merujuk pada medio 2020. Pada periode ini, ekonomi terkontraksi 

cukup dalam—pada triwulan kedua dan ketiga 2020 masing-masing tumbuh -5,6% dan -3,4% 

(BPS, 2021a). Terdapat kemungkinan history effect memberikan pengaruh terhadap pelaku 
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usaha yang disurvei. Selain itu, target populasi dari pelaku usaha yang dianalisis dalam studi ini 

adalah pelaku usaha yang sudah masuk dalam administrasi perpajakan DJP. Oleh karenanya, 

tingkat generalisasinya terbatas pada kelompok yang menjadi target populasi. Meski demikian, 

hasil studi ini dalam banyak hal mengonfirmasi hasil survei dan studi terkait dampak pandemi. 

Pelaku usaha yang disurvei dan dianalisis datanya dalam penelitian ini terbatas pada 

pelaku usaha yang ada dalam sistem administrasi otoritas pajak. Dengan demikian, studi lebih 

lanjut dapat melengkapi hasil analisis dalam studi ini dengan memperluas cakupan pelaku usaha 

yang masih berada di luar sistem. Penelitian lebih lanjut juga dapat melakukan analisis yang 

lebih dalam dengan menambahkan beberapa variabel tangible yang relevan, misalnya umur 

usaha, bentuk usaha, struktur modal, dan sektor usaha. Penambahan variabel umur usaha 

penting untuk melihat apakah pelaku usaha yang mempunyai umur usaha lebih lama 

mempunyai kemampuan bertahan yang lebih baik dalam situasi krisis global. Penambahan 

variabel sektor usaha akan bermanfaat untuk mengungkap, misalnya, pada sektor usaha mana 

saja suatu kesulitan operasional usaha atau suatu strategi penjualan dominan terlihat. 

Studi lebih lanjut juga dapat mengelaborasi lebih lanjut biaya intangible dari pandemi 

Covid-19, misalnya penurunan standar hidup, peningkatan kekerasan emosional, atau 

peningkatan level stres. Dari sisi data, penelitian lebih lanjut juga dapat mengkombinasikan 

beberapa sumber data yang tersedia untuk dianalisis—misalnya data administratif yang 

mencerminkan aktivitas ekonomi di instansi pemerintah maupun data transaksi ekonomi yang 

ada di sektor swasta. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat menitikberatkan fokus pembahasan 

dari yang bersifat memberikan gambaran (description)—yang merupakan fokus tulisan ini—ke 

yang bersifat memberikan penjelasan (explanation). Hasil analisis yang berkaitan dengan sejauh 

mana kebijakan fiskal dan non-fiskal yang dilakukan pemerintah dapat membantu pelaku usaha 

bertahan menghadapi dampak ekonomi selama pandemi—dan sekaligus mengetahui 

bagaimana mekanisme bekerjanya (channel of causality)—tentu akan lebih menarik untuk 

diketahui. 
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